
SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga …………..
Nomor: ......................

Tanggal ..........................

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Perjanjian” dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari …….. tanggal ……… bulan ……. tahun ………antara:
I. 
N a m a 
:  …………………………

NIP.
:  ………………………..

    
Jabatan        
:  ……………………….. 




   ………..
   

    
Alamat        
:  ………………………..

selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Perjanjian”. 

II.
N a m a        
:   …………………………


NIK
:  .....................................


Alamat       
:   …………………………


selanjutnya disebut “Penyedia Jasa ”. 
Pejabat Pembuat Perjanjian dan Penyedia Jasa selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,  dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan sebagai berikut:
1. Peraturan Rektor UGM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Nomor 14459/UN1.P.IV/P2L/PL.00.00/2022 tentang Surat Edaran Pengadaan Jasa Perseorangan Tahun 2023
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga ………………. Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan Perjanjian secara saling menguntungkan. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk membawa manfaat bagi PARA PIHAK dan tidak boleh bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP).
Pasal 2

JENIS DAN NILAI PERJANJIAN
(1) Pengadaan Jasa …………….. ini menggunakan Jenis Kontrak Waktu Penugasan.

(2) Nilai Perjanjian adalah sebesar Rp……………………(………………………………….) rincian tersaji dalam lampiran Perjanjian.
Pasal 3
DOKUMEN PERJAJIAN
(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini: 
a. Adendum/perubahan Perjanjian (apabila ada);

b. Perjanjian;
c. Kerangka Acuan Kerja.
(2) Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik PPP dan PENYEDIA JASA dinyatakan dalam Ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian.

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal …….., bulan ………, tahun …………, (DD-MM-YYYY) sampai dengan tanggal ………, bulan …………, tahun ………….. (DD-MM-YYYY).
(2) Pengakhiran atau pemutusan Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu PIHAK melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Perjanjian ini.
(3) Pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, hak dan kewajiban yang mana belum selesai dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK sampai dengan waktu pengakhiran atau pemutusan Perjanjian.
Dengan demikian, PPP dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

	Untuk dan atas nama 
Pejabat Pembuat Perjanjian
__________

[tanda tangan dan cap]
[nama lengkap]

[jabatan]
	Untuk dan atas nama 
Penyedia Jasa
__________

[tanda tangan dan cap] 

[nama lengkap]

[jabatan]


KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN
1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, Kerangka Acuan Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dan Spesifikasi Teknis (apabila ada), serta harga yang tercantum dalam Perjanjian.

Lingkup pekerjaan jasa tenaga cleaning service meliputi: (contoh lingkup pekerjaan, mhn untuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan penugasan di masing-masing  unit kerja)
a. menyiapkan ruangan beserta sarana prasarana kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas kedinasan keseharian, dalam kegiatan rapat atau penerimaan tamu agar dapat berjalan dengan lancar;

b. menyiapkan akomodasi dan kebutuhan kerumahtanggaan para pegawai seperti membuatkan minum pegawai;

c. menyiapkan akomodasi dan kebutuhan kerumahtanggaan pada setiap acara rapat atau pertemuan dinas lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas;
d. mengecek sarana dan prasarana rumah tangga kantor (ac, ruang rapat dll) untuk menjamin dapat berfungsi dengan baik;
e. Menjaga kebersihan ruangan beserta sarana prasarana kantor agar tercipta lingkungan yang asri dan segar Antara lain:
i. menyapu dan mengepel setiap hari;
ii. membersihkan meja kerja dan ruang rapat setiap hari;
iii. membuang sampah setiap hari;
iv. membersihkan kaca-kaca ruang minimal 2 (dua) kali seminggu.
f. ......................................................................................

(Diisikan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan)

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Perjanjian ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA MANDIRI
Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

4. HARGA
PPP membayar kepada Penyedia Jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian sebesar harga yang tercantum dalam Perjanjian. 

5. HAK dan KEWAJIBAN
a. PPP berkewajiban untuk:
1. melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa .
b. PPP berhak untuk:
1. memberi petunjuk dan pengarahan kepada Penyedia Jasa;

2. memonitor kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Penyedia Jasa;

3. melakukan evaluasi pekerjaan secara periodik atas hasil pekerjaan Penyedia Jasa;;

4. menilai pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa;
5. mendapatkan hasil pekerjaan yang sebaik-baiknya atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa;

6. memberikan peringatan lisan dan/atau surat peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa apabila hasil pekerjaan Penyedia Jasa tidak sesuai ketentuan, dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini.
c. PENYEDIA JASA berkewajiban untuk:

1. melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. mematuhi Kode Etik yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.
3. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Prosedur dan Intruksi kerja PPP.
4. memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. bekerja berdasarkan Lingkup Pekerjaan dan Jadwal yang ditentukan.
6. menjaga rahasia kedinasan;

7. menjaga ketertiban lingkungan, bersikap serta berpakaian sopan, simpatik, dan jujur;

8. apabila didalam melaksanakan pekerjaan dilakukan di luar jam kerja, maka harus menginformasikan kepada PPP untuk mendapatkan Surat Tugas ;

9. mematuhi Jam kerja yang telah ditentukan.
10. meminta izin tidak masuk kerja kepada  PPP apabila tidak masuk kerja.

d. PENYEDIA JASA mempunyai Hak meliputi:

1. mendapatkan pembayaran biaya pekerjaan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

2. selama masa pelaksanaan pekerjaan diperkenankan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

3. mendapatkan hak atas libur nasional.
6. CACAT MUTU
PPP berhak memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia Jasa dan mencatat setiap cacat mutu yang ditemukan. Cacat mutu meliputi:

a. Kekurangan hasil pekerjaan berupa terlambat masuk kerja, pulang mendahului jam kerja, dan tidak hadir. Penyedia Jasa dikenakan sanksi berupa denda atas cacat mutu sebagai akibat dari kekurangan hasil pekerjaan.

b. Kerusakan sarana prasarana/fasilitas yang diakibatkan karena kesalahan Penyedia Jasa. PPP dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki atau mengganti cacat mutu.

c. Terhadap hasil pekerjaan yang tidak/kurang memenuhi persyaratan maka PPP dapat menginstruksikan Penyedia Jasa untuk mengulangi pekerjaan atau memperbaiki cacat mutu tersebut.
7. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

i) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia Jasa;

ii) cidera tubuh, sakit atau kematian Penyedia Jasa;

iii) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia Jasa, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPP.

c. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa.

8. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. Apabila diperlukan, PPP dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
9. JAM KERJA
Jam kerja adalah sebagai berikut (menyesuaikan Jam Kerja Unit Kerja 5 Hari atau 6 hari kerja): 

Hari Senin s/d Kamis
:  pukul 07.30 s/d 16.00 WIB. 

Hari Jum’at


:  pukul 07.30 s/d 16.30 WIB.

Jam Istirahat

: Pukul  12.00 s/d 13.00 WIB

10. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali Perjanjian diputuskan lebih awal, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, serta menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa dikenakan denda.

c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

11. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setiap bulan PPP melakukan penilaian pekerjaan Penyedia Jasa.

b. PPP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPP.

c. PPP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian
12. PERUBAHAN/ADDENDUM
a. Perjanjian hanya dapat diubah melalui adendum.

b. Perubahan Perjanjian bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PARA PIHAK, meliputi:

i) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan; 

ii) perubahan harga Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan.

13. SURAT PERINGATAN
a. Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan aturan dalam Perjanjian ini, PPP dapat menerbitkan surat peringatan.
b. PPP menerbitkan surat peringatan apabila:
i. Dalam batas waktu 3 (tiga) hari sejak Teguran Lisan disampaikan tidak memperbaiki kelalaiannya atau melakukan kesalahan/kelalaian yang sama, maka Penyedia Jasa akan dilberikan sanksi berupa Surat Peringatan I.

ii. Dalam batas waktu 3 (tiga) hari sejak Surat Peringatan I, Penyedia Jasa tidak memperbaiki kelalaiannya atau melakukan kesalahan/kelalaian yang sama, maka Penyedia Jasa akan dilberikan sanksi berupa Surat Peringatan II.

iii. Dalam batas waktu 3 (tiga) hari sejak Surat Peringatan II, Penyedia Jasa tidak memperbaiki kelalaiannya atau melakukan kesalahan/kelalaian yang sama, maka Penyedia Jasa dikenakan Surat Peringatan III. 

c. PPP juga dapat mengeluarkan Surat Peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa untuk setiap ketidakhadiran/ tidak masuk kerja sesuai jadwal tanpa ijin.

d. PPK dapat melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila telah menerbitkan Surat Peringatan III.
14. PENGHENTIAN

a. Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Penghentian Perjanjian karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPP dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
c. Penghentian Perjanjian karena kedaan kahar dapat bersifat:
i. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
ii. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
d. Penghentian Perjanjian juga dapat dilakukan karena Penyedia Jasa mengalami sakit sehingga tidak dapat masuk selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut.
e. Selain itu, penghentian Perjanjian dapat dilakukan apabila PPP sudah tidak membutuhkan jasa Penyedia Jasa. Dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang rencana penghentian perjanjian sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penghentian perjanjian.
15. PEMUTUSAN
a. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PPP atau Penyedia Jasa.
b. PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
c. PENYEDIA JASA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
d. Pemutusan Perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah PPP/ Penyedia Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Perjanjian secara tertulis kepada Penyedia Jasa /PPP.
16. PEMUTUSAN oleh PPP
a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
i) Penyedia Jasa telah mendapatkan akumulasi Peringatan Tertulis sebanyak 3 kali atas pelanggaran yang sama dan/atau berbeda;
ii) Penyedia Jasa terbukti melakukan tindakan kriminal berupa mencuri dan/atau merusak aset UGM atau barang millik pengunjung/tamu/sivitas akademika UGM secara sengaja;

iii) Penyedia Jasa terbukti melakukan tindakan penganiyaan kepada pengunjung/tamu/sivitas akademika UGM;

iv) Penyedia Jasa terbukti melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik UGM;

v) Penyedia Jasa terbukti melakukan perjudian, minum-minuman keras, memakai dan/atau membawa NARKOBA di lingkungan UGM;

vi) Penyedia Jasa tanpa persetujuan PPP, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

vii) Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa persetujuan PPP;

viii) Penyedia Jasa selama Masa Perjanjian gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPP;

ix) Penyedia Jasa terbukti melakukan pemalsuan atas dokumen-dokumen diri sesuai persyaratan Pengadaan, dan/atau
x) Penyedia Jasa terlibat/melakukan tindakan pidana.
b. Dalam hal pemutusan Perjanjian, maka PPP wajib membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian dipotong denda yang harus dibayar Penyedia Jasa (apabila ada).
17. PEMUTUSAN oleh PENYEDIA JASA
a. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada PPP apabila PPP tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
b. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, PPP membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian.
18. PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPP, dengan ketentuan:

i) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan;

ii) pembayaran jasa pekerjaan inti dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya dengan besaran nilai sesuai rincian pada Perjanjian. 
iii) Penyedia Jasa menyampaikan bukti pembayaran BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atau bukti bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan masih aktif.
b. pembayaran tambahan jasa dihitung berdasarkan jumlah jam atas tambahan jasa dikalikan harga satuan pekerjaan sebesar Rp. 10.000,00 setiap jam, dengan bukti surat tugas untuk perintah tambahan jasa dari PIMPINAN UNIT KERJA dan presensi kehadiran. Pekerjaan tambah jasa di hari libur di luar jadwal dan di hari libur nasional sebesar Rp. 20.000,00 setiap jam
c. Akumulasi pembayaran tambah jasa dalam setiap bulan maksimum 10% dari nilai pembayaran jasa pekerjaan inti dibayarkan setiap bulan.
d. Pembayaran tambahan jasa dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai pembayaran jasa pekerjaan inti dibayarkan setiap bulan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja.
e. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPP dapat meminta Penyedia Jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

f. Dalam hal pemutusan Perjanjian, maka PPP wajib membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, jika tidak memenuhi satu bulan maka dihitung dengan nilai Rp…………..(……………)(sesuai jumlah hari kedatangan PENYEDIA JASA) dipotong denda (apabila ada)

g. pembayaran prestasi pekerjaan dan/atau pembayaran tambahan pekerjaan (apabila ada) dibayarkan langsung kepada Penyedia Jasa dengan cara ditransfer langsung ke BANK ……………………… nomor rekening ……………….. atas nama ……………………………
19. DENDA

a. Penyedia Jasa dikenakan sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Perjanjian ini apabila:

i. Terlambat masuk kerja;
ii. Pulang lebih awal;
iii. Tidak masuk kerja tanpa ijin dan/atau persetujuan PPP.
b. Besarnya denda kepada PENYEDIA JASA adalah:

i. untuk keterlambatan masuk kerja dikenakan denda Rp10.000,- untuk setiap jam keterlambatan;
ii. untuk pulang kerja lebih cepat dari jam kerja dikenakan denda Rp10.000,- untuk setiap jam pulang lebih cepat;
iii. dikenakan denda sebesar nilai Rp……..(……………………. rupiah) (sesuai pembayaran jasa pekerjaan inti dibayarkan setiap bulan) mulai hari ke-tiga apabila Penyedia Jasa tidak masuk kerja bukan karena sakit dan/atau dengan ijin/atau persetujuan PPP.
c. Besarnya nilai denda akan mengurangi pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa.
20. PERIZINAN
a. Penyedia Jasa dapat meninggalkan pekerjaan apabila mendapatkan izin dari PPP.
b. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja setiap 1 (satu) kali izin dan akumulasi izin dalam 1 (satu) tahun maksimal 12 (dua belas) hari di luar izin sakit, izin menikah, dan izin melahirkan.
c. Izin karena sakit, melahirkan atau menikah dapat diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila melebihi 10 (sepuluh) hari  kerja maka PPP  mengenakan denda atau dapat dilakukan Penghentian Perjanjian.
21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPP dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.  Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui:
a. Kantor Audit Internal UGM

b. Pengadilan Negeri Sleman

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 

PENYEDIA JASA menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPP telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Perjanjian ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Perjanjian ini.

23. LAIN-LAIN
a. ………..(Unit kerja dapat menambahkan ketentuan dalam Perjanjian)
Lampiran
	No
	Bulan
	Uraian Pekerjaan Inti
	Nilai (Rp.)

	1
	Januari 2023
	Jasa 
	

	2
	Pebruari 2023
	Jasa 
	

	3
	Maret 2023
	Jasa 
	

	4
	April 2023
	Jasa 
	

	5
	Mei 2023
	Jasa 
	

	7
	Juni 2023
	Jasa 
	

	8
	Juli 2023
	Jasa 
	

	9
	Agustus 2023
	Jasa 
	

	10
	September 2023
	Jasa 
	

	11
	Oktober 2023
	Jasa 
	

	12
	Nopember 2023
	Jasa 
	

	13
	Desember 2023
	Jasa 
	

	Jumlah nilai kontrak
	

	Terbilang:


Contoh Surat Tugas Perintah Tambahan Jasa dari Pimpinan Unit Kerja

SURAT TUGAS TAMBAHAN JASA
Pada hari ini, .............. tanggal .............. bulan .............. tahun ......................, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
: .............................
Jabatan
: .............................  
Alamat
: .............................

Selanjutnya disebut Pimpinan Unit Kerja.  

2. Nama
: .............................

Jabatan
: .............................

Alamat
: .............................

Selanjutnya disebut  Penyedia Jasa.
Berdasarkan Surat Perjanjian nomor: ............................. tanggal .............................; Pimpinan Unit Kerja Menugaskan kepada Penyedia Jasa untuk melaksanakan tambahan jasa pada tanggal dd/mm/yyyy:
	No
	Rincian tambahan Jasa
	Jumlah Jam

	1
	Jumlah tambahan jasa sebelumnya
	

	2
	Jumlah tambahan jasa saat ini
	


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	
	Pimpinan Unit Kerja
..............................................

NIP


	1
	2
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